KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 170 / 9 / PIMP / 2026

TENTANG

PENYEMPURNAAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SEMARANG,

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

1.

Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2025 telah
disempurnakan bersama antara Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang, sesuai Keputusan Gubernur
Jawa Tengah nomor : 100.3.3.1/263 Tahun 2026
tanggal 5 Agustus 2026 perihal Hasil Evaluasi
Raperda Kabupaten Semarang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Semarang TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati
Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang tentang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga
dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652 );
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
T153);

Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6043);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288 );
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilam Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

24 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

25.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025.

Menyempurnakan Rancangan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 yang sudah
disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa
Tengah, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 2.604.613.063.219,00
b. Belanja & Transfer Rp 2.786.690.103.854,00
Surplus / (defisit) Rp 182.077.040.635,00
c¢. Pembiayaan
Penerimaan Rp. 182.077.040.635,00
Pengeluaran Rp. 0,00
Netto Rp. 182.077.040.635,00

SiLPA sebesar Rp. 0,00



KETIGA :  Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Agustus 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
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UMAR SUJADI



